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Abstract 

 The A role is a series of behaviors that a person is exposed to in accordance with the appropriate portion 

given either formally or informally. This research aims to find out the role of Community Empowerment 

Institutions (LPM) in village development. The research, which was located at the Penghulu Kampung Tualang 

Office, used descriptive research methods with a qualitative approach, as well as data collection techniques using 

interviews, observation and documentation. The research results of the Facilitator, Mediator, Motivator and 

Dynamisator indicators from the data analysis carried out by the researchers showed that the function of 

Community Empowerment Institutions (LPM) in village development has not played a optimal role. Therefore, 

there needs to be better attention from the Community Empowerment Institution (LPM) so that the function of 

the Facilitator to socialize, mobilize and invite the community to participate can be better and for the community 

to be able to participate directly in the Community Empowerment Institution (LPM). in development or other 

programs in Tualang Village, Tualang District, Siak Regency. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Efektivitas Penyuluhan Peranan 

adalah serangkaian perilaku yang dihadapkan pada seseorang sesuai dengan porsi sesuai yang 

diberikan baik secara formal atau nonformal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

peranan dari Lembaga Pemberdayaan Msayarakat (LPM) dalam pembangunan Kampung. Penelitian 

yang berlokasi di  Kantor Penghulu Kampung Tualang mengunakan metode penelitian deskriktif 

dengan pendekatan kualitatif, serta dengan teknik pengunpulan data yang dilakukan dengan teknik 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dari indikator Fasilitator, Mediator, 

Motivator dan Dinamisator dari analisis data yang peneliti lakukan diperoleh gambaran bahwa fungsi 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan Kampung belum berperan 

maksimal. Maka dengan itu perlu adanya perhatian lebih baik lagi dari pihak Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM) agar fungsi Fasilitator untuk mensosialisasikan, menggeraakan dan mengajak serta 

masyarakat dalam berpartisipasi bisa lebih baik lagi serta kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi 

secara langsung dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) baik dalam pembangunan atau 

program lainnya yang ada di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. 
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Pendahuluan 

Pemerintah  daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada 

daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pembangunan pada 

dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan 

iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat. . Oleh karena itu, 

pembangunan harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh 

kebutuhan riil masyarakat Desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan dikawasan Desa 

dapat menyeluruh terhadap masyarakat. 

 LPM Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, dan 

bertujuan untuk Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945, Meningkatnya partisipasi masyarakatdalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendali pembangunan, Meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya 

Manusia (SDM) untuk mengolah dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) 

terutama dalam bidang Agrobisnis dan Pariwisata, Meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam 

upaya pengentasan kemiskinan. Selain meningkatkan partisipasi dan pelayanan 

penyelenggaraan bagi masyarakat, LPM juga ikut serta didalam perencanaan, pelaksanaan 

dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.  

 Begitu  juga  dengan  program-program  yang  dijalankan  pemerintah  harus  terus 

berorientasi pada  kepentingan rakyat, oleh sebab itu dalam pelaksanaanya sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan aparatur yang ada didaerah. Sasarannya adalah manusia yang 

merupakan kunci dari pelaksanaan pembangunan tersebut. Pemberdayaan  masyarakat  

terutama dipedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, 

memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberimodal saja, tetapi harus diikuti pula 

dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat,mendukung berkembangnya potensi 

masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi. Berikut  adalah tabel 

kegiatan pembangunan  di kampung tualang yang melibatkan lembaga pembeerdayaan  

masyarakat. 

Tabel 1. 1 

Program Perencanaan Pembangunan di Kampung Tualang Tahun  2022 s/d 2023 

No  Program Perencanaan 

Pembangunan 

Tahun Sumber Dana Keterangan 

1. Perbaikan lapangan sepakbola 2022 APBD Kampung Terealisasi 

2. Pembangunan air irigrasi 2022 APBD Kampung Terealisasi 

3. Pembngunan taman di sekitar 

lapangan sepakbola 

2022 APBD Kampung Terealisasi 

4. Pelebaran jalan 2022 APBD Kampung Belum 

Terealisasi 
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5. Pengerasan badan jalan 2022 APBD Kampung Belum 

Terealisasi 

6. Pelebaran jalan 2023 APBD Kampung Terealisasi 

7. Pengerasan badan jalan 2023 APBD Kampung Terealisasii 

8. Pebaikan jalan belubang 2023 APBD Kampung Terealisasi 

9. Pembangunan parit 2023 APBD Kampung Terealisasi 

10. Pemasangan lampu jalan 2023 APBD Kampung Terealisasi 

Sumber : Kantor Penghulung Kampung Tualang 

Ada beberapa program pembangunan yang belum terealisasikan pada tahun 2022 

karena terdapat beberapa kendala seperti lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan 

juga menjadi faktor penyebab pembangunan tidak terealisasi tepat waktu. Lemahnya 

koordinasi antar pemangku kepentingan dapat menghambat pengambilan keputusan yang 

diperlukan dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Kendala di berbagai tahapan proyek, 

dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penyebab 

pembangunan tidak terealisasi tepat waktu. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk 

mengatasi faktor-faktor tersebut agar pembangunan dapat terealisasi tepat waktu serta karena 

kegiatan pembangunan dikerjakan pada akhir tahun dan di lanjutkan pembangunan di awal 

tahun berikutnya di tahun 2023. Ssehingga proses pembangunan yang belum terealisasi di 

tahun 2022 dapat di selesaikan atau terealisasikan pada tahun 2023. Serta ada beberapa 

kegiatan pembangunan yang masih dalam proses pengerjaan dikarena pelaksanaanya baru di 

dilakukan pada awal bulan september estimasi selesainnya pembangunan yang peneliti 

ketahui dari informan target pengerjaan ini sendiri akan selesai sebelum akhir tahun 2023 ini. 

Hubungan LPM dengan pemerintah kampung harus sealu baik begitu juga dengan 

masyarakat agar pembangunan berjalan dengan baik juga.Namun, terkadang masyarakat 

kurang berpatisipasi dalam pembangunan , maka dari itu sangat dibutuhkan strategi peran 

LPM dalam menyikapi masalah tersebut agar masyarakat merasa diberdayakan dan akhirnya 

mau berpatisipasi dalam pembangunan sehingga tercapai pembangunan kampung yang baik 

dan tepat sasarann sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Tinjauan Pustaka 

 Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai 

sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai 

kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah 

seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam 

bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in 

undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. 

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan 

oleh seorang dalam suatu peristiwa. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau 

suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi 

biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran 

itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan 
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(actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan 

penghambat.  

 Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2015:210), yaitu peran merupakan 

aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksankan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan aspek 

yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan 

kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan 

kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan 

yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Kemudian upaya-upaya yang harus 

dilakukan perempuan di era reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah ini, harus menjadi 

momentum penting bagi perempuan, baik di tingkat regional maupun nasional, berpartisipasi 

aktif dalam menentukan kebijakan, bulat dan lonjongnya demokrasi dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, yang selama ini lebih banyak ditentukan orang lain, sementara 

perempuan hanya menerima akibat yang tidak menguntungkan. 

Adapun pembagian peran menurut Soekanto dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:  

a.  Peran Aktif Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena 

kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, 

pejabat, dan lainnya sebagainya.  

b. Peran Partisipatif Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota 

kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna 

bagi kelompok itu sendiri.  

c.  Peran Pasif Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, 

dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan kepada 

fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik 

 Hakekatnya peran dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang 

ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu bagi individu atau kelompok dalam melakukan dan 

menentukan sesuatu sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya. Seseorang, kelompok atau 

lembaga dapat dikatakan telah melaksanakan peran atau berperan dalam suatu hal ketika ia 

telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan posisi atau kedudukannya. 

 Berdasarkan konsep teori yang telah dikemukakan, Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM) merupakan wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam suatu 

pembangunan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat,  yang berperan sebagai 

fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator 

Metode 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskripif  kualitatif yaitu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati atau dilihat serta dari berbagai literatur-literatur menyangkut Peran Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kampung. Penelitian kualitatif adalah suatu 

proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan 

menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-
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kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan 

dalam latar setting yang alamiah (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77) 

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data 

yang diperoleh berdasarkan wawancara langsung kepada narasumber dengan acuan 

pedoman wawancara dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari orang lain atau lewat 

dokumen, peneliti menggunakan jurnal, buku, artikel yang berkaitan dengan penelitian serta 

berita online yang terkait yang dijadikan sebagai sumber sekunder.  

Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara karena melihat pada 

proses mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha 

memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya sehingga bisa melihat 

peengaruh penelitian ini.  

Hasil dan Pembahasan 

 Berdasarkan konsep teori yang telah dikemukakan, Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM) merupakan wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam suatu 

pembangunan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat,  yang berperan sebagai 

fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator. Berikut dilihat dengan indikator sebagai 

berikut: 

 Fasilitator, merancang dan menyampaikan aspirasi masyarakat Lembaga 

Fasilitator merupakan orang yang memberikan bantuan atau menjembatani setiap mereka 

yang ingun menyampaikan setiap apa saja yang dibutuhkan oleh orang banyak serta dalam 

memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau 

memecahkan masalah bersama-sama. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disebut 

sebagai fasilitator  adalah LPM sendiri memfasilitasi dan mendampingi  segala aktivitas 

masyarakat yang menyangkut dengan program pembangunan dan kemasyarakatan di Kampung. 

Peranan LPM sebagai fasilitator adalah memfokuskan pada mendampingi masyarakat dengan 

menampung aspirasi masyarakat dalam proses melakukan kegiatan perencanaan pembangunan 

dan kemasyarakatan.  

Mediator, mensosialisasikan hasil dari rencana pembangunan desa  

LPM sebagai mediator dalam pembangunan yang dimaksudkan adalah memiliki tugas 

untuk mensosialisasikan hasil- hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan 

dijadikan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kepada semua elemen masyarakat. 

Kegiatan sosialisasi ini termasuk di dalamnya sosialisasi kegiatan, seperti pihak-pihak yang 

terkait yang akan diminta partisipasi dan keterlibatannya, pembagian peran yang diharapkan, 

pendekatan serta langkah- langkah selanjutnya. Upaya mengkomunikasikan rencana kegiatan 

pembangunan yang telah dimusyarawahkan dapat melalui sosialisasi kerumah- rumah warga 

desa dan juga melalui bentuk undangan rapat atau sejenisnya yang memiliki tujuan dan fungsi 

yang sama. Tujuan kegiatan ini adalah agar semua elemen masyarakat mengenal dan paham  

tentang rumusan perencanaan pembangunan desa. 

Motivator, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan   pembangunan 

desa. 

Motivator dipandang sebagai ujung tombak dan pionir pembangunan maka tantangannya 

adalah bagaimana membentuk para motivator-motivator pemberdayaan masyarakat. Motivator 
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dalam hal ini dapat berupa tokoh yang ada dimasyarakat maupun segenap aparat pemerintahan 

yang ada di desa. Sehingga peran motivator sangat penting dan strategis. Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM) menempatkan diri sebagai motivator yaitu memotivasi masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya, membantu masyarakat dalam 

mengartikulasikan kebutuhannya, membantu mengidentifikasi masalah,  mengembangkan 

kapasitas agar dapat menangani masalah, meyakinkan pembuat keputusan untuk mendengar, 

mempertimbangkan, peka terhadap kebutuhan masyarakat melakukan pertemuan atau 

musyawarah, dan membantu kelompok masyarakat memperoleh akses pelayanan yang 

dibutuhkan. 

Dinamisator, berperan menimbulkan atau menjadikan sesuatu menjadi terus bergerak 

atau berubah (dinamika) dalam kegiatan pembangunan 

Kata dinamisator berasal dari kata dinamis yang berarti merujuk kepada segala sesuatu 

atau kondisi yang terus menerus berubah, bergerak secara aktif dan mengalami perkembangan 

yang berarti. Sedangkan dinamisator merupakan seseorang atau sesuatu yang menimbulkan atau 

menjadikan sesuatu menjadi terus bergerak atau berubah (dinamika). Agar dapat berlangsung 

pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi 

dengan baik. LPM  berperan untuk mensinergiskan ketiga pihak tersebut, sehingga diantaranya 

tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pembangunan. Sebagai dinamisator 

LPM harus mampu menggerakkan masyarakat dan melakukan pengembangan kepada 

masyarakat desa. Dengan begitu kegiatan pembangunan desa akan berjalan dengan optimal. 

Kesimpulan 

 Berdasarkan 4 indikator peranan lembaga pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai 

Fasilitator, Mediator, Motivator dan Dinamisator penulis menyimpulkan bahwasannya peran 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai fasilitator masih rendah karena 

partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas program yang ingin dibuat masih kurang. 

Ini mungkin menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam komunikasi atau kesempatan yang 

diberikan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan,  

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mediator telah berjalan dengan 

baik. Hal ini terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam rapat, menunjukkan 

kesadaran mereka akan pentingnya program yang dibuat oleh LPM untuk kesejahteraan 

masyarakat. Ini bisa menjadi hasil dari upaya LPM dalam membangun hubungan yang kuat 

dengan masyarakat dan menyampaikan nilai-nilai program yang mereka usulkan, Peran 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai motivator dinilai sudah baik, namun 

hasil pembangunan masih rendah dalam hal perawatan oleh masyarakat. Kurangnya 

perhatian masyarakat terhadap perawatan fisik bangunan yang telah dibangun menunjukkan 

bahwa meskipun LPM berhasil memotivasi masyarakat dalam proses pembangunan, namun 

tantangan berikutnya adalah mempertahankan motivasi tersebut untuk menjaga hasil 

pembangunan serta juga peran LembagaPemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai 

dinamisator belum berjalan dengan baik. Tidak adanya evaluasi yang dilakukan oleh 

pengurus LPM setelah selesainya program pemerintah menandakan kurangnya dinamisme 

dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program. Tanggapan masyarakat dan 

fasilitator yang menyatakan bahwa penilaian terhadap hasil program sepenuhnya diserahkan 

kepada masyarakat menunjukkan kurangnya pengawasan dan keterlibatan aktif dari LPM 

dalam memastikan kualitas dan dampak positif dari program-program pembangunan. 
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